
Menimbang

Mengingat

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SAUNAN
KEruTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KXPAI-{ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KXP. 1 2 4 / M.PYN /HK/ 7 2 / 2077

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PRO}'EK

NATIONAI SUPPORT FOR LOCAI, IIWESTI4ENT CLIA.aIES (NSLTC) /
NATIONAL SUPPORT FOR ENIIANCING LOCAL

AND RE G I O NA L E C ON OMI C D E VE LO PMENT (NSELP&D)

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek National
Support tbr Local Investment Climates (NSLIC) / National Support for
Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED),

telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional mewakili Pemerintah Republik Indonesia
dengan Global Affairs Canada (GAC) mewakili Pemerintah Kanada;

b. bahwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek

National Suppott tbr Local Investment Clintates (NSLIC) / National
Sappott tbr Enhancing Local and Regiottal Economic Development
(NSELRED);

c. bahwa pejabat dan pe3awai ya g nam^nya tercantum dalam
Lampiran Keputusall rni dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk clan melaksanakan tugas sebagai anggota

Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek National Support lbr local
Investnent Climates (NSLIC) / National Suppott for Enhancing Local
a nd Regional Economic Developnterzl (NSELRED) ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201-4 tentang Pemerintahan
Daerah;

2. Undang-lJndang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Peurerintah Daerah;

3. Peraturan ..
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Men€tapkan

PERTAMA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan
Keuan8an Daerahl

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 tentan1 Tata C^ra
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibahl

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2075 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2075-20 1,9;

6" Peraturan Presiden Nomor 7 Tahtrn 2075 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

7. Perat\tan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang Kementerian
P er encanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Pet:encanaan Pembangunan Nasional rebagalmana telah dilbah
dengan Peratutan Presiden Nomor 20 Tahun 2076;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:191/PMK/No.O5I201 1

tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

70. Peraturan Direktorat Jenderal PerLtendaharaan Nomor 81 Tahun
2011 tentang Tata Cata Pengesahan Hibah Langsung Bentuk
Kas / B arung / J as a / Sur at Berh ar3.al dan

11. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kanada dan Pemerintah
Republik lndonesia mengenai Dukungan Nasional Bagi Iklim
Investasi lokal (National Suppott for Local lnvestruent Climates -

NSLIC)/Dukungan Nasional Bagi Peningkatan Pengembangan

Ekonomi lnkal dan Daerah (National Support for Enhancing kxal
and Regional Economic Developmenl -NSELRED);

MEMUTUSKAN:

KEruTUSAN MXNTERI PEKT,I\.*CANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI/KEPAIA BADAN FERDNCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PELAKSANAAN PROYEK NANONAL SUPPORT FOR LOCAL IM'ESTMENT
CI,IA/IATES (NSLIC) / NANONAI SUPPORT FOR ENIIANCING LOCAL AND
REGIONAI ECONOMIC DEVELOPMENT (NSELRED).

Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek National Support for
Incal Investment Climates (NSLIC) / National Support for Enhancing
Ltcal and Regional Economic Developmenl (NSELRED) yang selanjutnya

disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KXDUA:



KEDUA

KETIGA

KEENAM

KETUJTIH

Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek terdiri atas Tim Pengarah,

Penanggung Jau,ab, Tim Koordinasi Teknis, dan TenaSa PendukrnS.

Tirn Pengarah diketuai bersama oleh Deputi Bidang Pengembangan

Regional, Kementerian PPN/Bappenas d,an Director of lndonesia and
ASEAN Deuelopnrcnt Progranl, Global Affairs Canada (GAC).

Tim Pengarah bertugas:

a. memberikan arahan kebijakan, rnembimbing, dan memLrri saran
pemecahan atas pennasalahan pelaksanaan proyek;

b. melakukan pen1awasan dan memastikan konsistensi proyek
NSLIC/NSELRED dengan prioritas nasional dan daerah;

c. memalltau kemajuan dan hasil yang diraih proyek;

d. memberikan masukan dan rekomendasi persetujuan kepada GAC

terhadap Project Implemention PIan (PlP) dan Kerangka
Pengukuran Kinerja;

e. memberikan persetujuan terhadap Annual Work PIan (AWP)

proyekl dan

f. menyebarlu askan pernLlelajarun dan praktikbaik kepada paru plhak
yang rc.levan.

Penanggung Jaw ab beftugas:

a. rnemberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim
Koordinasi Teknis;

b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yan1
dilakukan oleh Tim Koordinasi Teknis;

c. menyampalkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim
Pengarah.

Tim Koordinasi Teknis diketuai bersama oleh Direktur Daerah
Tertinggal, Transmigrasi, d,an Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas

dan Perwakilan Global Aflhirs Canada (GAC\.

Tim Koordinasi Teknis bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengarah dan Penanggung

Jawab1,

b. memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi Proyek dengan kebijakan
pemerintah dan program prioritas pemerintah daerahl

c. nrelakukan koordinasi di tingkat pusat dan d,aerah dalam rangka
pelaksanaan proyek;

d. memberikan . .

KEEMPAT

KELIMA
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bir',o Hukum,

-z-
RR. Rita Erawati

d. memberikan masukan dalam rangka penyelarasan lloject
Implentention PIan (PIP) dan Annual V'ork Plan (AWP) den8an

kebijakan pemerintahl

e. n.relakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek; dan

f. menyrrsun dan menyantpalkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek kepada Tim Pengarah melalui
Penanggung Jaw ab Kegialan.

Tenaga Pendukung bertugas:

a. nrembantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah, Penanggung Jawab,
dan Tim Koordinasi Teknis dalam nT enyiapkan dan mengolah bahan
pelaksanaan proyekl

b - melaksanakan tugas-tugas kesekret aiatan- -

Segala biaya yang diperlukan dalarn rangka pelaksafiaan tugas Tim
Koordinasi Pelaksanaan Prroyek dibebankan kepada dana hlbah proyek
NSLIC/NSELRED.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaktt surut sejak

3 Jantan 201,7.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangal 4 Dex.mber 2077

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPAI/. BADAN PERENCAT\*AAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

BAMBANG P.S. BRO DJONEGORO

ttd



SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PEI.AKSANAAN PROYEK

NATIOAIAL SUPPORT FOR LOCAL INVESTMENT CLIMATTS (NSLIC' / NANONAI SUPPORT

FOR EAIIIANCING I.OCAL AND REGIONAL ECONOMIC DEWI.OPMEIYT (NSELPJD)

A. TIM PENGARAH

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM KOORDINASI TEIC\IS

Ketua

Anttota

Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian
PPN/Bappenas;

Director of Indonesia and ASEAN Development
Program, Global Affairs Canada (GAC).

1

2

Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian
PPN/Bappenas.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenasl

Senior Development Olficer Development
Cmperation, GAC.

Dirrektur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan
Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;

Dircktur Otonomi Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas;

Direktur Perdagangan, Investasi d,an Kerjasama
Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

Direktur Industri, Pariwisata dan Ekor,omi Kreatif,
Kementerian PPN/Bappenas;

Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian
PPN/Bappenas;

Direktur Kelautan dan Perikanau, Kementerian
PPN/Bappenas;

I
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7. Direktur . .
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7. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman,
Kementerian PPN/Bappenas;

8. Asisten Deputi Kawasan Perdesaan, Kementerian
Koordirrator Pemberdayaan Manusia dan
Kebudayaan;

9. Direktur Petencanaan dan Pembangunan Kawasan
Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan D aer ah
Terlinggal, da n Transnrigrasi;

10. Sekretalis Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian
Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;

11. Sekretaris Deputi Bidang Pr.oduksi d.an Pemasaran,

Kenrenterian Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;

12. Sekretaris Deputi Bidang Restr"ukturisasi Usaha,

Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;

13. Direktur Deregulasi, Badan Koordinasi Penanaman

Modal;

14. Sekretaris Direktorat Jenderal Bir'a Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeril

15. Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Kawasan

Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

i6. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantran, dan
Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri;

1 7. Direktur (elembagaan dan Kerjasama Desa,

Kenrenlerian Dalanr Ncgen;

18. Asisten Deputi Bidang Kesetaraan Gender Ekonomi,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak:

19. Direktur Adaptasi Perubahan lkiim, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

20. Sekletaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Kementerian P ertantan;

21. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan,
Kenlenterian Perlanian;

22. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Peftanian, Kementerian Pertanian;

23. Sekr.etaris ...



23. Sekretaris Direktorat Jenderal Pertkanan Tangkap,
IGmeirterian Kelautan dan Perikanan;

24. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Badidaya,
Kernenterian Kelautan dan Perikanan;

25. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi
dan lndustri Parirvisata, Kementerian Pariwisata;

26. Asisten Deputi Bidang Pengembangan lnfrastruktur
dan Ekosistem, Kementerian Pariwisata;

27. Kepala Pusat Pengembangall Kawasan Perkotaan,
Bad,an Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ra$at;

28. Deputi Direktur Departemen Pengembangan UMKM,
Bank Indonesia;

29. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara;

30. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Erla Gustina Norrista, SP, MrSc, Kementerian
PPN/Bappenas;

3- Syifaa Tresnaningrum, ST, M,Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Responsive Innouation Fund (RIE) Coordinator,
NSLIC/NSELRED;

G.. Re-ytcntive Innovation Fund (RII) Assistini,
NSLIC/NSELRED.

MENTERI PERENCANAAN PFA4BANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita
2=-
Erawati


